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PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2021/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

oleh:

Hambali Bin Ali, tempat dan tanggal lahir Jonggon, 10 November 1974,

agama  Islam,  pekerjaan  Petani,  Pendidikan  Belum

Sekolah,  tempat  kediaman  di  Jalan  Poros  Rt.  01,  Desa

Jonggon,  Kecamatan  Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara sebagai  Pemohon I;

Siti Saniah Binti Kakang, tempat dan tanggal lahir Jonggon, 11 Oktober

1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Pendidikan  Belum  Sekolah,  tempat  kediaman  di  Jalan

Poros  Rt.  01,  Desa  Jonggon,  Kecamatan  Loa  Kulu,

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai  Pemohon II;   

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  I  dan Pemohon  II  dalam surat  permohonannya

tertanggal  14  Oktober  2021  telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat  Nikah  yang  telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan

Agama Tenggarong  dengan Nomor  452/Pdt.P/2021/PA.Tgr  dengan  dalil-dalil

pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Maret

1994,  di  Desa Jonggon,  Kecamatan  Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara,  yang  menjadi  wali  sekaligus  menikahkan  pemohon  I  dan
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pemohon II  adalah Bapak Sadarman, karena Ayah Kandung Pemohon II

masih non muslim dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi

yang beragama Islam bernama Padli Mundur dan  Nurlan dengan maskawin

berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka

dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II

tidak  mempunyai  hubungan  mahram  maupun  susuan  yang  dapat

menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

4. Bahwa  selama  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  I  dan

Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan

telah dikaruniai  4 (empat) orang anak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah

ini  bertujuan  agar  pernikahan  Pemohon I  dan Pemohon II  dapat  dicatat

pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya

akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan

pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon

II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan

para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

- Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon I,  Hambali  bin  Ali,  dengan

Pemohon II,  Siti  Saniah binti  Kakang,  yang dilaksanakan pada tanggal  5

Maret  1994,  di  Desa Jonggon,  Kecamatan  Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara;

- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara ini sesuai aturan yang berlaku; 
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Bahwa  pengadilan  telah  mengumumkan  kepada  masyarakat  melalui

Radio Pemerintah Kabupaten Kutai  Kartanegara  dengan surat pengumuman

nomor : 452/Pdt.P/2021/PA.Tgr pada tanggal 15 Oktober 2021 dan sampai hari

persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Pemohon

I  dan  Pemohon II telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  untuk mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka  semua  hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan

namun  tidak  datang   menghadap,  dan  ketidakdatangan  Pemohon  I  dan

Pemohon II tersebut  ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang

sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan

gugur;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  voluntair dan  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  diubah  dan  ditambah  pertama

dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006,  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang No. 50  Tahun  2009, maka segala biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
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Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 452/Pdt.P/2021/PA.Tgr gugur;

2. Membebankan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon II  untuk  membayar

biaya perkara ini  sejumlah Rp.  980.000,00  (sembilan ratus delapan puluh

ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 5 Nopember 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul

Hikmah, S.Ag., M.H.  sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan

Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu  oleh  Mahyani,S.Ag  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  tanpa  dihadiri

oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag
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Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran dan PNBP : Rp 60.000,-
1. Biaya Proses Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 800.000,-
3. Pengumuman : Rp 60.000,-
4. Biaya Meterai : Rp    10.000,-

Jumlah  : Rp     980.000,-
       (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
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